















oftriangulation ofdata.The resultsshowed thatthe targetKIP in MTsN 1
WatamponeisastudentwhohasacardKIPmanyas165students.Theresultsof
theimplementationoftheKIPcansupporttheeffortsofeducationalequity,itis













Penelitian inibertujuan untuk mendeskripsikan implementasikebijakan Kartu
Indonesia Pintar(KIP)dalam upaya pemerataan.Penelitian inimenggunakan






yang menerima dana KIP memenuhikriteria kondisikeluarga siswa yang
ditentukan darikepemilikan KPS sehingga siswa yang tidak sekolah atau






penghambat:evaluasiprogram KIP yang dilaksanakan pada setiap periode
program menyebabkan terjadinya perubahan khusunya pada mekanismenya,














mulaidariSekolah Dasarhingga Sekolah Menengah,dilanjutkan dengan wajib belajar
pendidikan Sembilan tahun.Upaya-upayaininampaknyalebih mengacu padaperluasan
kesempatan untuk memperoleh pendidikan.Pemerataan pendidikan dilakukan dengan




Program tersebutdiharapkan dapatmembangun generasiyang ungguldan masyarakat
generasimuda mendapatkan pendidikan yang layak.Kebijakan Kartu Indonesia Pintar
























Masalah lain yang terjadiadalah sulitnya pengawasan yang dilakukan,halini
dikarenakanmekanismepenyalurandanayanglangsungditransferkerekeningsiswa.Dana























negaraIndonesia berhakmendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali,baik
“orangkaya”maupun”orangmiskin”danmasyarakatperkotaanmaupunpedesaan(terpencil).








masyarakat. Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses
pendidikan,sedangkanpendidikanbertujuanuntukmembantumasyarakatkeluardarijeratan














utama adalah penelitiitu sendiri,namun demikian kedudukan penelitidalam penelitian
kualitatifcukuprumit.Penelitidiposisikansebagaiperencana,pelaksana pengumpulandata,
penganalisis,penafsirdatadansekaliguspenelitimenjadipelaporhasilpenelitian.Instrumen
























rencana dalam pelaksanaan pekerjaan,kepemimpinan dan cara bertindak oleh
pemerintah,organisasidansebagainyasebagaipernyataancita-cita,tujuan,prinsip
ataumaksudsebagaigarispedomanuntukmanajemendalam mencapaisasaran.
Kebijakan pendidikan adalah suatu keputusan suatu yang dibuat oleh
pemerintah atau penyelenggara dalam bidang pendidikan sebagaireaksidari
























kepada anak darikeluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial(KPS)/ Kartu
KeluargaSejahtera(KKS)sebagaipenanda/identitasuntukmendapatmanfaatPIP.
4Arwildayanto,Arifin Sulking,and WarniTuneSumar,ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN
KajianTeoritik,Eksploratif,DanAplikatif,2018.
Program IndonesiaPintardilaksanakanolehdirektoratjenderalterkait,dinas
pendidikan provinsi,dinas pendidikan kabupaten/kota,dan satuan pendidikan.
KementerianPendidikandanKebudayaanmenyediakanKartuIndonesiaPintar(KIP)
berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).Pembiayaan pencetakan KIP
dibebankankepadaanggarandirektoratjenderalterkaitsesuaidengankuotanasional
masing-masing.
Pemberian bantuan melaluiKartu Indonesia Pintar maupun bantuan





(KIP)bagianak-anakmiskin yang rawan putussekolah agardapatmencukupi





















yang mencukupi,kitadapathidup dengan layaksepertiyangdiharapkan.Tentunya
harapanmanusiadimasayangakandatangadalahhalyangbaik,yaitukeadaan
dimanakehidupankitalebihbaikdarikeadaansekarang.Penyelenggaraanpendidikan
dimaksudkanuntukmemberikanpencerahandansekaligus perubahan pola hidup
kepada pesertadidik.(Saroni,2013)menyatakanbahwapencerahan diperlukan














samping itu,pada tahapan selanjutnya pemberian program beasiswa (dimensi
equality of survival) menjadiupaya yang cukup mendapat perhatian dengan
mendorong keterlibatan masyarakatmelaluiGerakan NasionalOrang Tua Asuh
(GNOTA).Program beasiswainisemakinintensifketikaterjadikrisisekonomi,dan




Pelaksanaan pendidikan yang merata berarti melaksanaan program
pendidikanyangdapatmenyediakankesempatanyangseluas-luasnyabagiseluruh



















“Pemerintahdan PemerintahDaerahwajib memberikan layanandankemudahan,
sertamenjaminterselenggaranyapendidikanyangbermutubagisetiapwarganegara
tanpa diskriminasi”. Problem kemiskinan menjadi hambatan utama dalam
mendapatkanakses pendidikan.Selainitu,daerah-daerahdiluarJawayangmasih
tertinggaljugaharusmendapatperhatiangunamencegahmunculnyakecemburuan
sosial.Pendidikan bukanmerupakan kegiatanyang murah,sekalipunpemerintah
menyelenggarakankegiatanpendidikantidakusahmembayarbagimasyarakatumum.










Mekanisme pelaksanaannya ialah sekolah mengirimkan data ke Dinas
PendidikanuntukditeruskankeKementerianPendidikandanKebudayaan.Proses













Daripembahasan tersebutdapatdisimpulkan bahwa pemberian bantuan melalui
KartuIndonesiaPintargunamendukungprogram WajibBelajarbertujuanuntukmeringankan
bebanbiayayangterlaluberatbagiorangtuayangberasaldaristatusekonomibawah.
Bantuan inidiharapkan dapatmeningkatkan partisipasisiswa dalam bersekolah dan
mencegah anak putus sekolah.Adapun pelaksanaan pendidikan yang merata berarti
melaksanakan program pendidikan yang dapatmenyediakan kesempatan yang seluas-
luasnya bagiseluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan.
Pemerataandanperluasanpendidikanataubiasadisebutperluasankesempatanbelajar








dengan sosialisasiyang jelasagarsemua pihakdapatmelaksanakan sesuai
denganketentuan.Selainitu,pemerintahseharusnyamembentuktim monitoring
Kartu Indonesia Pintar(KIP),karena menuruthasildariwawancara peneliti
menjelaskan bahwa daripihak sekolah maupun dinas tidak ada monitoring.
Kemudian pemerintah hendaknya lebih memberikan kewenangan yang luas
kepada pihaksekolah agarturutberperan aktifdalam mengambilkeputusan
kebijakanKartuIndonesiaPintar.
2.Bagisekolah Mengenaiisu peningkatan mutu,diharapkan sekolah dapat
melakukan pembinaan bagisiswa penerima KIP dengan intensifagarsiswa
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